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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah Mendeskripsikan dan menganalisis kesesuaian pengelolaan pendidikan sekolah dasar berdasarkan standar nasional pendidikan di Wilayah Pesisir Tarakan. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survey. yang menjadi subjek penelitian ini adalah 3 Sekolah dasar di wilayah Tarakan bagian pesisir. Hasil yang didapatkan yaitu Aspek pengelolaan pendidikan di sekolah dasar  wilayah pesisir mencakup 49 aspek, diantaranya aspek perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, Pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, sistem informasi manajemen dan penilaian khusus. Persentase kesesuaian pengelolaan sekolah mengacu pada peraturan pemerintah No 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan yaitu untuk daerah pesisir sebesar 92%. Aspek yang belum sesuai yaitu yaitu dalam hal  pemenuhan kualitas layanan dan peserta didik, kepemimpinan sekolah yang masih belum optimal serta pengelolaan sistem informasi manajemen masih belum maksimal, penyediaan sistem informasi dan komunikasi belum maksimal dan memadai.
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Pendahuluan


Kalimantan utara (Kaltara) merupakan provinsi termuda di Indonesia sejak diresmikan tanggal 22 April 2013. Kalimantan Utara merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga (malaysia) yaitu Bagian Sabah dan Serawak. Sebagai provinsi yang menjadi garda depan Indonesia, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagaimana menjadi provinsi yang unggul di segala bidang, salah satunya di bidang pendidikan. Salah satu Kota di Kalimantan Utara adalah Kota Tarakan. Tarakan merupakan satu-satunya kota di wilayah Kalimantan bagian utara. Tarakan memiliki Letak dan posisi yang strategis sehingga Tarakan memiliki pelabuhan ekspor impor dan bandara internasional kelas C yang digunakan sebagai orang sebagai transit dan distribusi barang antar kota dan Negara. Tarakan memiliki daerah peissir.  Menurut Bengen dalam Yulianto (2011: 32) wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah daratan yang berbatasan dengan laut, batas di daratan meliputi daerah–daerah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut dan  angin laut. Posisi strategis yang dimiliki Tarakan dapat membuat Tarakan lebih berkembang baik dalam bidang ekonomi, social dan pendidikan.
Pendidikan merupakan  salah satu faktor dalam mengukur tingkat kemajuan suatu bangsa. Sebagai kota yang sedang berkembang,  Tarakan telah memprioritaskan pendidikan bagi masyarakatnya. Karena, sebagian orang memandang bahwa pendidikan dapat membentuk jati diri seseorang, selain itu pendidikan adalah investasi di masa yang akan datang. Investasi ini akan dirasakan masyarakat bukan dalam jangka waktu yang pendek, tetapi akan terasa setelah sepuluh atau dua puluh tahun mendatang. Banyak daerah maju karena masyarakatnya mengenyam pendidikan dengan baik. Karena pendidikan itu identik dengan perkembangan zaman, dan persaingan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu pendidikan salah satu faktor dalam menunjang suatu daerah untuk terus bisa berkembang dan maju.
Sebagai kota yang menjadi beranda negara Indonesia di bagian Utara, tentunya harus memiliki pendidikan yang berkualitas dan  mampu bersinergi di kancah internasional, hal ini diharapkan agar dapat mengurangi perbedaan keadaan antara Tarakan (Indonesia) dan negara tetangga (Malaysia). Posisi strategis yang dimiliki Tarakan seyogiyanya dapat membuat Tarakan lebih berkembang baik dalam bidang ekonomi, sosial dan pendidikan. Salah satu yang harus mendapat perhatian lebih bagi pemerintah Provinsi Kaltara adalah dalam hal dalam kualitas tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Tenaga pendidik dan pendidikan yang berkualitas akan melahirkan generasi yang berkualitas dan berkompetensi unggul. 
Pelaksanaan pendidikan akan dapat terlaksana lebih baik lagi jika delapan standar nasional pendidikan telah  terimplementasikan di satuan pendidikan masing-masing sekolah agar dapat mencapai tujuan pendidikan nasional seperti yang diamanatkan pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Delapan standar tersebut saling menunjang satu sama lain dalam mencapai tujuan nasional pendidikan, Salah satu aspeknya yaitu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Standar pendidik dan Tenaga Kependidikan ini dilihat dari kompetensi dan kualifikasi akademik yang harus dimiliki dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan, untuk menunjang pendidikan yang teratur dan berkelanjutan, setiap satuan pendidik wajib memiliki persyaratan yang dimuat dalam  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, pasal 42 bahwa setiap pendidik dituntut untuk memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang dipersyaratkan sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, setiap pendidik harus memiliki kompetensi untuk menjadi guru professional sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen maupun Standar Nasional Pendidikan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005), yaitu  kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional dan kompetensi sosial. Tenaga kependidikan seperti Kepala sekolah, tenaga perpustakaan, Tenaga Administrasi Sekolah, dan Tenaga Laboran, juga harus memenuhi kriteria dan kualifikasi agar tidak terciptanya sekolah yang bermutu dan berkualitas
Berdasarkan paparan tersebut, perlu adanya kajian mengenai standar pendidik dan tenaga pendidikan di wilayah pesisir Tarakan yang mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) 

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survey.  Subjek penelitian ini  3 Sekolah Dasar Negeri di Tarakan yang terletak di bagian pesisir. Penelitian ini dilakukan pada bulan April - Agustus 2017. Teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai pengelolaan pendidikan yang ada di sekolah dasar wilayah perbatasan.  Teknik analisis data pada enelitin ini yaitu dengan membandingkan data yang terdapat disekolah dan Standar Nasional Pendidikan dan juga mengacu standar pengelolaan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu peraturan pemerintah No 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan


Hasil Penelitian dan Pembahasan

Salah satu bagian dari Standar Nasional pendidikan adalah standar pengelolaan pendidikan. standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegitan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaen/kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 bab I pasal 1 butir 9. Standar pengelolaan pendidikan mengacu pada permen no. 19 Tahun 2007 yang meliputi Perencanaan Program, Pelaksanaan Rencana Kerja, analisis Pengawasan dan Evaluasi, analisis Kepemimpinan sekolah dan sistem Informasi Manajemen dan Penilaian Khusus. Pengelolaan sekolah dasar yang diteliti meliputi pengelolaan SD di wilayah perbatasan.
Kesesuaian persentase pengelolaan sekolah dasar di wilayah Tarakan bagian pesisir adalah sebesar 92%, yang didapatkan dari rata-rata pengelolaan di 3 sekolah dasar di wilayah pesisir Tarakan. Berdasarkan aspek pegelolaan sekolah, masih terdapat kriteria yang belum sesuai sebesar 8%, yaitu dalam hal  pemenuhan kualitas layanan dan peserta didik, kepemimpinan sekolah yang masih belum optimal serta pengelolaan sistem informasi manajemen masih belum maksimal, penyediaan sistem informasi dan komunikasi belum maksimal dan memadai. Hasil penelitian terkait standar pengelolaan di wilayah pesisir dijabarkan sebagai berikut.
a. Visi sekolah di wilayah pesisir telah memenuhi aspek yaitu mengacu pada visi, misi dan tujuan pendidikan nasional, mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita tinggi sekolah, mempertimbangkan potensi dan kondisi sekolah serta lingkungannya, kalimat rumusannya mudah dipahami, jelas dan tidak multi tafsir, dan berorientasi ke masa depan. Visi sekolah juga mengandung lebih dari delapan aspek standar, meliputi standar kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian, manajemen, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, seni dan budaya serta lingkungan. Sekolah mensosialisasikan visi sekolah dengan melibatkan enam unsur yang mencakup semua warga sekolah, komite sekolah, masyarakat sekitar, lembaga-lembaga pemerintah dan dewan pendidikan kota, LSM, serta dengan dunia usaha/industri. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa penerapan visi sekolah telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar pengelolaan yang telah ditetapkan
b. Misi sekolah di wilayah pesisir telah memenuhi aspek yaitu memberi arah dalam mewujudkan visi sekolah, merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu, memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program sekolah, memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan sehingga dapat ditinjau secara berkala, dan dirumuskan secara lengkap, jelas, mudah dipahami dan telah disosialisasikan. Namun, masih terdapat kriteria yang belum sesuai dengan aspek misi sekolah, yaitu kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan seperti belum terdapat tenaga pendidik di bidang konseling dan pelacakan alumni masih dalam perencanaan. Dengan kondisi sepertinya sekolah perlu meningkatkan kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan dengan memenuhi tenaga pendidik yanga ahli di bidang bimbingan konseling dan segera merencanakan pelacakan alumni sehingga sekolah dapat mengetahui mutu lulusan dari sekolahnya.
c. Tujuan sekolah terdiri dari tujuan dua tahunan dan satu tahunan yang telah memenuhi aspek yaitu mengacu pada visi dan misi, menggambarkan tingkat kualitas yang dapat dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan), mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Rumusan rencana kerja jangka menengah dapat diukur ketercapaiannya) serta telah disosialisasikan dan mengandung lebih dari delapan standar yaitu aspek kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian, manajemen, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, seni dan budaya serta lingkungan. Melihat kondisi ini, dapat dikatakan bahwa tujuan sekolah dua tahunan maupun satu tahunan berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar pengelolaan.
d. Rencana Kerja Sekolah (RKS) atau rencana kerja empat tahunan di wilayah pesisir telah memenuhi aspek yaitu adanya rencana kerja jangka menengah untuk mendukung pencapaian tujuan jangka empat tahunan, rumusan rencana kerja jangka menengah dapat diukur ketercapaiannya, adanya rencana kerja tahunan dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), rumusan rencana kerja tahunan dapat diukur ketercapaiannya. Rencana Kerja Sekolah (RKS) mengandung lebih dari delapan standar yaitu aspek kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian, manajemen, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, seni dan budaya serta lingkungan. Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) juga telah disosialisasikan kepada warga sekolah, komite sekolah, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah kota dan dewan pendidikan kota, LSM, serta dunia usaha seperti perusahaan. Sekolah kedepannya perlu meningkatkan lagi kinerja dalam menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sehingga dapat mengetahui peningkatan mutu sekolah dengan tepat.
e. Pelaksanaan kegiatan kesiswaan di wilayah pesisir dimana sekolah telah merencanakan dan melaksanakan seleksi penerimaan siswa baru secara offline dengan melihat umur siswa tersebut, sekolah memberikan layanan konseling melalui guru kelas karena belum terdapat guru bimbingan konseling maka sekolah sebaiknya mengadakan tenaga pendidik di bidang bimbingan konseling, melaksanakan kegiatan ekstra dan kokulikuler, melakukan pembinaan prestasi unggulan, melakukan pelacakan terhadap alumni, dan melakukan pembinaan prestasi unggulan dengan pemberian penghargaan dari sekolah. Melihat kondisi ini, sekolah perlu meningkatkan kualitas kegiatan kesiswaan dengan pengadaan kegiatan-kegiata akademik maupun non akademik bagi siswa dan memberikan penghargaan bagi siswa bersangkutan.

f. Pelaksanaan kegiatan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah pesisir dilaksanakan dengan melakukan pembagian tugas bagi guru kelas, dalam menentukan sistem penghargaan maka sekolah sebaiknya membuat sistem penghargaan apa yang akan diberikan dan mengembangkan profesi melalui kegiatan pelatihan. 
g. Pengelolaan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan standar pengelolaan yang telah ditetapkan, namun sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah masih ada yang kurang memadai dan sekolah perlu mengadakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah guna menunjang proses pendidikan di sekolah.
h. Pelaksanaan kegiatan evaluasi diri di wilayah pesisir dilaksanakan setiap satu tahun sekali guna mengetahui gambaran kinerja sekolah selama satu tahun.
i. Pelaksanaan evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan program penyesuaian penugasan, sekolah juga perlu membuat keseimbangan beban kerja serta program kinerja dan pencapaian prestasi pendidik dan tenaga kependidikan perlu di programkan sehingga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
j. Deskripsi program pengawasan di wilayah pesisir, dimana sekolah melaksanakan program supervisi yang dilakukan oleh pengawas, kepala sekolah dan guru yang dianggap dapat mendampingi dalam program supervisi. Kemudian dilanjutkan dengan monitoring, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut yang perlu dilakukan sekolah dapat berupa pembinaan langsung pada pendidik atau tenaga kependidikan yang telah di supervisi.
k. Kepemimpinan kepala sekolah telah memenuhi aspek yaitu kualifikasi minimal, usia maksimal, pengalaman mengajar minimal, pangkat minimal, status guru (guru SD), kepemilikan sertifikat pendidik dan sertifikat kepala sekolah, kompetensi kepribadian, kompetensi  manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, kompetensi sosial dan jumlah minimal wakil kepala sekolah, kriteria pengangkatan wakil kepala sekolah serta kemampuan serta keterampilan yang dimiliki.  Namun masih terdapat aspek yang belum sesuai yaitu kemampuan wakil kepala sekolah yang masih kurang maksimal dan belum menguasai keterampilan secara maksimal maka sekolah perlu meingkatkan kemampuan dan keterampilan wakil kepala sekolah melalui kegiatan pelatihan, dengan demikian dapat menghasilkan tenaga yang profesional.
l. Sistem informasi manajemen telah memenuhi aspek yaitu kepemilikan sistem informasi manajemen yang mendukung administrasi pendidikan di sekolah, pengelolaan sistem informasi manajemen namun belum terlaksana secara maksimal, penyediaan fasilitas informasi namun belum terpenuhi secara maksimal, pelaporan data informasi secara berkala dan berkesinambungan serta efektifitas dan efisiensi komunikasi antar warga sekolah di lingkungan sekolah sudah berjalan namun belum maksimal. Melihat kondisi ini, maka sekiranya sekolah perlu meningkatkan kualitas sistem informasi manajemen  dengan melakukan pengelolaan, penyediaan, dan pelaporan secara maksimal serta meningkatkan komunikasi antar warga sekolah seperti sering mengadakan pertemuan yang melibatkan seluruh warga sekolah.
. 

Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
[bookmark: _GoBack]Aspek pengelolaan sekolah dasar sebanyak 49 aspek, diantaranya aspek perencanaan program (Visi,misi, tujuan dan rencana kerja sekolah), pelaksanaan rencana kerja (Pedoman sekolah, Struktur organisasi,pelaksanaan kegiatan sekolah, bidang kesiswaan,kurikulum dan kegiatan pembelajaran, bidang pendidik dan tenaga kependidikan, bidang sarana prasarana, bidang keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekolah serta peran serta masyarakat) Pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, sistem informasi manajemen dan penilaian khusus. Persentase kesesuaian pengelolaan sekolah mengacu pada peraturan pemerintah No 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan yaitu untuk daerah pesisir sebesar 92%. Aspek yang belum sesuai yaitu yaitu dalam hal  pemenuhan kualitas layanan dan peserta didik, kepemimpinan sekolah yang masih belum optimal serta pengelolaan sistem informasi manajemen masih belum maksimal, penyediaan sistem informasi dan komunikasi belum maksimal dan memadai.

Saran
Untuk Dinas Pendidikan/Pemerintah/Instansi terkait sebaiknya dapat melakukan pemantauan terhadap pengelolaan pendidikan yang ada di setiap daerah masing-masing khususnya di Sekolah Dasar, sehingga pengelolaan di Sekolah Dasar dapat berjalan sesuai dengan Permendiknas RI Nomor 19 Tahun 2007. Selain itu untuk pihak sekolah agar dapat melaksanakan pengelolaan pendidikan sesuai dengan Permendiknas RI Nomor 19 Tahun 2007, sehingga sekolah dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan pendidikan di sekolah.
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